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LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
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2. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tenang Pajak Daerah
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3. Peraturan Walikota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nili Sewa Reklame
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4. Peraturan Walikota Tegal Nomor 17.A Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 3 Tahun 212 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
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5. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Tegal
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6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2022
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7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2023
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8. Lembar Wawancara Praktek Kerja Lapangan (PKL)
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9. Surat di terima Praktek Kerja Lapangan (PKL)
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Menimbang :

a.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .
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Menimbang

Mengingat

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR § TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,

a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting, guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan
pelaya;‘nan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian
daerah;

b. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan
prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat, dan akuntabilitas;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
beberapa Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di
Kota Tegal sudah tidak sesuai lagi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan
Daerah Kota Tegal tentang Pajak Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang.
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Menimbang

Mengingat

WALIKOTA TEGAL
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah
Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame
yang dihitung dengan memperhatikan jenis reklame,
bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu
penyelenggaraan, jumlah media reklame, ukuran media
reklame dan waktu reklame;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Tegal tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang . . .
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WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 17.A TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2012

Menimbang

Mengingat

TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,

bahwa dalam rangka penggalian potensi dan optimalisasi
peneriman pajak daerah jenis pajak reklame perlu
mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 3 Tahun
2012 tentang Nilai Sewa Reklame;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentangPerhitungan
Nilai Sewa Reklame;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota . Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang . . -
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g WALI KOTA TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka

penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kota Tegal, perlu dilakukan penataan organisasi dan
tata kerja Badan Keuangan Daerah Kota Tegal;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 45 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota

Tegal sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan

pertimbangan

dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
menetapkan Peraturan Wali
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor

Pembentukan Dacrah-Daerah Kota
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.Undang-Undang . . .
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PEMERINTAH KOTA TEGAL
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jin, KI Gede Sebayu No. 5 Telp/Fax (0283)
355137 - 355138 Fax (0283) 353714, Tegal

SKPD

(Surat Ketetapan Pajak Daerah)
Masa Pajak: 01-01-2022 s/d 31-12-2022)
Tahun : 2022

No. SPTPD : 48716
No. SKPD : 16515
Kode Bayar :
760402004871622

NPWPD 7.2.1000016,01.01
Nama PT RIEZ PALACE INDONESIA
Alamat + JLGAAH MADA 75 TEGAL, Kel /Desa MINTARAGEN, Kec, TEGAL TIMUR, TEGAL
0oP 04.17761,01,001
Nama Objek : NEONBOX HOTEL RIEZ PALACE
Alamat Objek JL GAJAMADA, Kel, MNTARAGEN, Kec. TEGAL TIMUR,KOTA TEGAL
Tanggal Ketetapan T 13.09-2022
Tanggal Jatuh Tempo 13102022
Kode Rekening Jenls Pajak Daerah w n";" LJ
41.01.09.01.0001 | Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 9.984.600
Jenis + NEON BOX/NEON SIGN
Tema + RIEZ PALACE
Lokasi Media : JLN.GAJAH MADA
Jalan : Gajahmada
Jangka Waktu : 1 Tahun
Jumlah Media : 1
Ukuran :3mx4mx2Muka=24m?
Ketinggian  : 8m
Lokasi : Non Prasarana Kota
REGULER
h Ketetapan Pokok Pajak 9.984.600
[)
0
jumizh Keseluruhan 9.984.600
[Dengan huruf : Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah
PERHATIAN :
1. Penyetoran dilakukan pada Bank Jateng dengan menggunakan kode bayar tersebut di atas.
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo akan di kenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan,
3. Wajib Pajok Reklame wajib memasang stiker masa berlaku,
4. Wajib Pajak Reklame yang tidak memasang stiker, media reklame akan dilepas / bongkar.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) bukan termasuk fjin.
6. Dinimbau untuk segera mengurus ijin di DPMPTSP,
Tegal, 13-09-2022
.0, KEPALABADAN KEUANGAN DAERAY
EZE KABID P LOVARMRENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN
/s RIBYS| DAERAH
ub DAERAH MUDA SUBBID
= il
Tol. Terima;
Nama WPIWR:
Paral WPIVR:

9502162011011002
TANDA TERIMA/ ”
No. SPTPD / No. SKPD © 48716716515
NPVIPD + P.2.1000016.01.01
Nama + PTRIEZ PALACE INDONESIA
Alamat + JLGAJAH MADA 75 TEGAL, KEL/DESA MINTARAGEN, KEC. TEGAL TIMUR, TEGAL

Yang Menerima

Dipindai dengan CamScanner
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SO SKPD ., lemmimy
EUAN . SKPD :
8 Jin, K Gede s".:.;‘u No.5 Telp/Fax (0283) |\, ‘:sgzj':k‘f;'l’g{’;"‘,;;l:m’;fﬁ'_';m Ko Bayar:
355137 - 355138 Fax (0283) 353714, Tegal " Tahun : 2023 760402005704723
NPWPD 7.2,1000016,01.01
Noma PT RIEZ PALACE INDONESIA
Alamat JL.GAJAH MADA 75 TEGAL, Kel /Desa MINTARAGEN, Kec. TEGAL TIMUR, TEGAL
D OP 04.17761.01001
Nama Objek NEONBOX HOTEL RIEZ PALACE
Alamat Objek i JLGAJAHMADA, Kel, MINTARAGEN, Kec. TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
Tanggal Ketetapan : o 13.03-2023
Tanggal Jatuh Tempo 12:04-2023
Kode Rekening Jenis Pajak Daerah (L] ;(';)‘ H
4.1.01.09.01.0001 | peklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 10.373.400
Jenis : NEON BOX/NEON SIGN
Tema : RIEZ PALACE
Lokas| Media : JLN.GAJAH MADA
Jalan : Jalan Gajah Mada
Jangka Waktu : 1Tahun
Jumlah Media : 1
Ukuran :3mx4mx2Muka=24m?
Ketingglan ~ : 8m
Lokasi : Non Prasarana Kota
REGULER
jumiah Ketetapan Pokok Pajak 10.373.400
Sanksi : a. Denda F
 b. Kenalkan M
jumiah Keseluruhan 10373400

Dengan huruf : Sepuluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah

PERHATIAN :

bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

1. Penyetoran dilakukan pada Bank Jateng dengan menggunakan kode bayar tersebut di atas.
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo akan di kenakan sanksi administrasi berupa

Paraf WPIWR:

3. Wajib Pajak Reklame wajib memasang stiker masa berlaku.
4. Wajib Pajak Reklame yang tidak memasang stiker, media reklame akan dilepas / bongkar.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) bukan termasuk ijin.
6. Dihimbau untuk segera mengurus ijin di DPMPTSP.
Tegal, 13-03-2023
a.n, KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
El' E KABID PE G GELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN
) Z ETRIBUSI DAERAH
_E 4 \T DAN DAERAH MUDA SUBBID

TANDATERIMA

No. SPTPD / No. SKPD © 57047/18294

NPWPD + P.2,1000016.01.01
Nama i PTRIEZ PALACE INDONESIA
Alamat

+ JLGAJAH MADA 75 TEGAL, KEL./DESA MINTARAGEN, KEC. TEGAL TIMUR, TEGAL

Yang Menerima

@& Dipindai dengan CamScanner
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LEMBAR WAWANCARA PRAKTEK KERJA LAPANGAN

TERKAIT PAJAK REKLAME
Nama : Nafisa Azira Qisti
NPM 4220500001
Prodi : D3 Manajemen Perpajakan
Universitas  : Universitas Pancasakti Tegal
Mewawancarai :
Nama : 1. Supardi ( Koordinator Pajak Reklame)

2. Nurcholis ( Tim Penertiban dan Distribusi Surat Reklame)

1. Bagaimana upaya Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) dalam

mengoptimalisasi pemberlakuan tarif pajak reklame?

Jawab: Melakukan penertiban/pembersihan reklame yang belum membayar

pajaknya dan tidak sesuai dengan peraturan. Kegiatan tersebut

melibatkan Satpol PP, DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Tepat Satu Pintu). Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari

Selasa dan Kamis setiap minggunya.

2. Bagaimana langkah Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) dalam

menghadapi hambatan-hambatan pemberlakuan tarif pajak reklame?

Jawab: a. Melakukan pendataan ulang objek pajak reklame dengan

mengecek kembali jenis reklame, jumlahnya, dan pemiliknya

masih sama atau tidak.
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b. Akan dilakukan Tax Gathering yang mengundang wajib pajak
dacrah dan akan diberikan penghargaan kepada wajib pajak
daerah terbaik

¢. Melakukan Ppendataan ulang di Toserba yang sesuai aturan
pcrund-'mg—undangan 50% dari tariff. Akan dilakukan penataan
ulang bersama DLH, DpM PTSP, BAKEUDA SATPOL pp
terkait penempatan titik reklame agar nantinya reklame tersebut
tidak menjadi sampah visual (tidak beraturan)

3. Apayang menjadi dasar penetapan target pajak reklame?
Jawab: Reklame yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Peraturan
Daerah/ Peraturan Walikota. Contoh memasang/memaku reklame di
pohon, memasang di tiang listrik, memasang reklame melintang di
jalan.
4. Bagaimana proses pembayaran pajak reklame?
Jawab: a. Wajib Pajak mengurus izin reklame ke DPM PTSP
b. Wajib Pajak mengurus pembayaran pajak reklame dengan

membawa surat izin reklame sebagai dasar perhitungan dan

penertiban kode bayar SKPD reklame

c. Wajib Pajak membayar pajak reklame di Bank Jateng melalui

kanal pembayaran yang berlaku
d. Setelah melakukan pembayaran Wajib Pajak bisa mendapatkan

stiker lunas pajak reklame
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¢. Wajib Pajak kembali ke DPM PTSP dengan membawa bukti bayar
dan SKPD reklame untuk mengambil stiker izin reklame
f. Wajib Pajak diwajibkan untuk mnempel stiker lunas pajak reklame
dimedia reklame yang akan dipasang
5. Bagaimana perkembangan Target dan Realisasi pajak reklame dari Tahun

2020-2022
Jawab: Pada Tahun 2020 dan 2021 Realisasinya mencapai targer yang sudah
ditentukan, sedangkan pada tahun 2020 realisasinya tidak mencapai

target, dikarenakan penetapan targetnya yang terlalu tinggi
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PEMERINTAH KOTA TEGAL
BADAN KEUANGAN DAERAH

JI. Ki Gede Sebayu No. 5 In.lp (UZRJ) 355137 - 355138 Fax. (0283) 353714
IGAL - 52123

Tegal, Z3Desember 2022

Nomor . Boo Jw28 Kepada Yth.
Lampiran - Kepala Program Studi
Perihal : Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktck Manajemen Perpajakan
Universitas Pancasakti
Di
TEGAL

Dengan hormat,
Memperhatikan surat yang telah diajukan oleh Universitas Pancasakti Tegal, perihal Permohonan ljin
gan ini kami beritahukan :

Melaksanakan Kuliah Kerja Praktek yang diajukan kepada kami, maka den,

1. Permohonan tersebut dapat kami setujui;

2. Mahasiswa yang diterima, yaitu :
No Nama NPM Prodi
1 | Nafisa Azira Qisti 4220500001 Manajemen Perpajakan
2 | Agila Wida Rashesa 4220500011 Manajemen Perpajakan

3. Jadwal Kuliah Kerja Praktek dimulai tanggal 16 Januari 2023 s/d 16 Maret 2023
4. Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek, para mahasiswa wajib mematuhi tata tertib kerja di Badan

Keuangan Daerah Kota Tegal.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih,

67083] 199002 2004




